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DENGAN RAHIM[AT TUHAN YANG MAHA ESA

C

WAI,IKOTA AMBON,

bahwa implementasi pendidikan anti ko.rpsi perlrr

untuk dilaksanakan clan cliterapkan cli selurulr tirrgi<at
jenjang pendidikir, sebagai upay.r rn<,rrc'ipta1<er.r r;isrv;r

sekolah melrjadi ge,e.asi m,-rcla .vanll rn.rnilrki
pengetahuan, intcgritas, l<ar.akter ri;,rrr nror.:rl anli
1<orr-rpsi sedari Lrsiir dini.

bahwa agar implementasi perrdidikan rr*ti l<or.upsi bagi
siswa sekolah dapat berj.lan opti,,l, perlu ,,tirl<
mengatur peiaksanaan dan penerapu.nva mr-llai clzrri

ruang kelas, sekoltih, r.umah serta lingl<unlditn;

bahr.r,a berdasarlian per-timirar-lf.liiii sel_,aqajrlii,rrrir

dimaksud rlalam h u'r-rf a cran ]r urrrf b. iieriu
menetapkan Peraluran waLikota tr:rlt;uig implernerltasi
Pendidikan Anti Korupsi cli t,ingkungan sekok[r di ]{ota
Ambon.
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Undang― Undi=(1■ g N()Fn()r 28 Tah11l1  1991) tcntang

Penyelengg〔む|｀a N()gara yang Bersill(lar〕 E,ebas dari

Korupsi, KO]usi dall N epOtislne (L(‐ 〕]nbara_n Negalヽ a

Republik lndOnesla′ 1｀ahtlll 1 999 Norrl()r75′ I｀anil)ah an
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Negara Repul)lik:1■ don〔 )sia NOI1101‐ ′4(301);

Ulldallg…  ヒJl]dal18 Nonlc)r 2〔 }Tailll:I11 2o14 1flrlllarlg

Pe171erintal‐l all I)aerah (|ノCllllDal‐ alt  N(Ittll｀ ft R(〕
11)tll♪ lil(

lndOneSia  'Iaht111  2014  Nol■ 101・  :夕|`11  ・I｀a nlll)ahan
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8 Peraturan Penrerintah Nornor 19 Tahun 2005 tetang

Stand"ar Nasional Pendidikan (l"embeiran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aa96);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesiei

Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndOnesia Nor1lor 4863);

10. Peraturan Penlerintah Nornor 48 1｀ ahlin 2008 tentang

Pendanaan Pendidika_n (Lell■ baran Negara Republik

lndonesia Tallun 2008 Norrlor 9 1 Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik lndoncsia Nornor 4864);

11. Peraturan Pernerintah Nol■■or i′7 Tε thl,1■ 2()1 0 tentlalη
lζ

Pengelolaan   dan   l)enyelenggaraarl   Pcndidikarl

(Lernbaran Negara Republik lll(10nesia Tahun 201()

Norn01・ 23 ′rarnbahan Lerl■1)aran N(〕 ga ra Republik
lndonesia Nornor 5105) sebagairnal■

=t telah diuba11
dengan Peraturan Pel■ lerintah Norrlor 66′

「 ahun 201()

(Lelllbaran Negara Republik lndOrtesia 
′
「 al■ un 201['

NornOr l12 Tarnbahan Lerrlbaran Negara Rep、 lblil(

Indonesia Nornor 5157);

12. Peraturarl Pernerintah Nor1lor 43 Tahllr1 2()18 tentang

Tata Cara PelakSanaarl Peral■  S(〕 1・ta Masvarakat dan

Pcinbenan  Penghargaan cialanl  Pcnccgahan  dan

Pen■berantaSall ′T｀indak Pidana I(ortlpsi (Len■baran

Negara Republik lndOnesia Tahun 2018 Nol■ lor 157

Tanlbahan  I′enlbaran  Negara Republik  lndonesia

No]mOr 6250);

13. Peraturan Penlerintah N()Inor 12′ rallu11 20 1`)tental■ g

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lell■ baran  Negara

Republik lndOnesia Tallur1 2019 No171()1・ `42,Tanlbahall

Len■baran iNegara Republik lnd()nesia NOn10r 63221;

14.Peraturan il)aerah Kota pJnbOn NolnoI・ 51｀a111lr1 2〔 )1()

Tentarlg  Penyel()nggalaan  F)clldi(lil(all  (Len〕 bararl

Daerah I(Ota AInboll :ヽ 10H10r S Tal〕 lln 2()10 s(:1ヽi E

Tahtin 201(), ′rambahall  lン embaral1  1)aerah  l(01:fミ

AInbon Nolnor 251 Tahu■ 2010);
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15. Peraturan Daerah Kota Nomor tr 1 Tahun eUzg tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Ambon Talrun 2022 Nomor 1 1 , Tambahan

Lembaran Dh.erah Kota Ambon Nomor 33);

16. Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 4Z Tahun
2O2l tentang Organisasi dan Tata Keq'a Dinas Kota

Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN  .WALIKOTA  TENTANG  [M PLl〕 lⅥENTASI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Dl LINGKUNGAN SEKC)LAH

DI KOTA AMIBON

BAB I
KETENTUAN UMUIⅥ [

Pasa1 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. . Pernerin'tah D.aerah ada.lah Walikota sebagai unsur penSzelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusarl pemerintahgn
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Fendidikan Kota Arnbon.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Amlrcn.
6. Siswa Sekolah adalah Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah

Dasar dan pendidikan sekolah Menengah pertama di Daerah.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan

dengan nilai-nilai universal.

8. Implementasi adalah peneraparl/pelaksanaan rencana yang telah disusun
secara terper,inci

9. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses
pembelajaran.

10. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan kerrakter
yang merupakan. proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri
peserta didik sejak dini.

11. Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik,
rnengajar, rnernbirnbing, rnengarahkan, rnelatih, menitrai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar clan pendidikan
menengah pertama.



12 An盤鉗田 Pendapatm dan Bel鑢糞 Daerah配凛ah Angttran Pend,apat鑢
dan BelanJa Daerah Kota Aim[bon。

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa1 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Implementasi
Peadidikan Anti KoruBsi bagi siswa sekolah di Daerah-

Pasal 3
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mew'ujuclkan implementasi l)enclidika'
Anti Korupsi yang diinsersikan clalam mata pelajaran I)enclidikan
Kewarganegaraan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasa1 5

IinplelnentaSi Pendidikan Anti Korupsi di IDaerah dilaksanaka´ n (lengan cara

lnSerSi  Pendidikan  Anti  Korupsi  pada  rnata  pelalaran  Pcndidikan

Kewarganergaraan(Pkn),schinl饗a tidak menambah mata pelttaran baru.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah clilaksanakan clengan
sasaran Siswa Sekolah yang merupakan peserta riiclik paria jenjang pendidikan
Sekola-]r Dasar dan pendidikan Sekolah N{enengah Pertarna cli Daeri,r}-r

Pasa1 7

KOmpOnen IInplelmtentaSi Pendidikan And Korupsi,]meliputi:

a・  regulaSi Sebagai daSar bagi Sedap l[Jnit Ketta Pendidikan di lDaerah untuk

melaksanakan Implementasi Pendiclikan Anti Korupsi cli tingkat- Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah pertama:

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasa1 4

Ruang lingkup Pcraturan WalikOta ini lncliputi:

a・ 1lnplernentaSi Pendidikan And KOrupsi

b.Ke」 asama;

c.MonitOring,evaluasi dan pelapOran;

d.Pembiayaan.



b.peny:(対iaan a,nl饗lal,an七駐顧 覆)種ap Unit Ke」a Pendidikan di Dnerah untuk

rnelakSanakan IInplernentasi Pendidikan And iKorupsi di tingkat Sckolah

iD)aSar dan Sekolah Menengah Perta11la;

C. Satuan  KhuSuS  atau  Kelornpok  Ke巧 a  yang  inernadai  dalarn

mengiinple]田tentaSikan lnSerSi Pendidikan And Korupsi pada inata

pel可aLran Pendidikan K、ewa.rganergaraan (Pkn)di tingkat sek。lah Dasar

dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;

d・  Tenaga Pendidik yang kOmpelЮ n dialanl l■lenyelerLggarakan kegintan

lnSerSi Pendidikan And Korupsi pada lnata pelalaran Pendidikan

Kewarganergaraan(Pikn)di tingkat sek。 lah]Dasar dan Sck01ah Menengah

Pertama di Daerah;

C. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti
korupsi di tingkat sekolah Dasar dan sekolah Menengah pertama

di. Daerah;

f. Publikasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi ditingkat
Sekolah Dasar dan sekolah Menengah pertama di Daerah.

Pasal 8
Langkah Implementasi Pendidikan Anti korupsi meliputi:

(1) Inisiatif merancang:

a menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pcnclidikan
Kewarganegaraan (Pkn) yang relt:van dengan nilai-nilai anti korupsi
dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikatol. poncapaian
kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keteran-rpilan -

sikap) yang akan diajarkan;

b. menyusun pega-laman belajar untuk mencapai l<ompetensi.r,ang menjacli
tujuan dengan menentukan aktivitas yang clilakukan agirr peserta didik
tahu, paham, sadar, sehingga dapat mernpraktikan clan nrengamalkan
secara konsisten nilai-nilai anti korupsi di kelas, sekoiah, keluarga, dan
masyarakat;

c. mernilih rnedia pembelajaran yang rel€van, dapat berupa referensi,
permainan, film, musik, pengalaman nyata dalam kehirlupan atau
bentuk lainnva )'ang dapat mendul<ung akt.ivrtas pembelajar-1n nilgi-niiaj
anti korupsi sehingga menguatkrrn pengalaman belajar clan
membiasakan pengalaman tersebutsetiap hari;



d mCnyuSun alat penilaian yang SeSuai dengall tu、
iuarl(ial■ k()ntr)eten si

yang akan dicapai rnengacu pada indikatOr untulく rnengendalikan proses

penilbelaJaran, Inengukur ketercapaian kon■ petcnsl peserta(lidik secara

periOdik, Inelibatkan pihak lain dalaI11 lnemvalidasi llasil penilaial■

penCapaian kOrnpetenSi Serta rnenluat SiSteln aplikaSi yang rnen」 adi

pangkalan data yang ll■ enggall■ barkan perkcn■ bangan pellcttpaiall hasil

belttar.

(2) Mengikutsertakan peserta didik d,al,.rm kegiatan belajar' -y;rng meli5atkan
pal1ca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan ff)enyonarrgkan
sehingga menunjang pembelajaran nilai-r-urai anti korupsi.

(3) Menyiapkan jejaring dengan rneluaskan pembelajaran anti kol.rpsr kt:
sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan serxua pihak melaluj:

a rnenyatukan konsep, pemikiran, rlan pemahaman rlalarn pelirksanaan
insersi diantara Guru-Guru pkn cli sekolah.

b. membangun sinergi diantara Guru Pkn, Gr-rru Keleis clan Gurulain di
satu sekolah sehingga penguatan karakter anti korupsi di sekolah dapa1.

berjalan optimal.

c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendicllkan anli korupsi
antara Guru Pkn/ Guru Kelas dalam forum MGMP/ KKG;

d membangun sinergi antara sekotrah (Guru Pkn/ Wali Kelas/ Guru Kelas)

dengan orang tua/ wali.

e. membangun sinergi antara sekolah clan iingkungan.

f. rnerrlhrangun sinergi antara sekolah (Guru Pkn/ Wali keias/ Guru Kelas)

dengan kelompok profesional iainn.ya"

BA13 V

PELAKSANA IMPLEMENTASI Pl〕 NDIDIKAN ANTI KORtiPSI

Pasa1 9

(1)IinplenlentaSi Pendidikan Anti lKol・ upsi sebagailllana dilnakslld dalarn

Pasa1  5  dilaksanakan  Oleh  guru  ll■ ata  pclajaran  I)(〕 ndidikall

Keurarganegaraan(Pkn).

(2)Gurll Pkn bertugas:

a・ IniSiatif rneranCang, lnerenCanakan daFl 11■ 〔lliang, lnt,il〕 t)ual_ た)FInat

sesuai kebutuhan;

b n■ en■ buat aktivitas yang rnenarik dan rnenlel■ angkan s(ヽ rl■ l rI〕 ellbatkan



sernua peserta didik;

c. menyiapkan jejaring yang melulaskan pembelajaran anti kompsi di
sekolah, keluarga, masyarakat, dengan meli!,atkan semua pihak.

(3) Pe'laksanaan Implernentasi Pendidikan Anti Konlpsi sebagairnana

dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Sekolah drm Dinas
Pendidikan Kota Ambon serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Walikota.

BAB Vi
KERJA SAMA

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sarna rlengan Pemr:nntah pusat,

Pemerintah Daerah lainnya serta instansi terkait dalam pelaksanaan
implementasi Fendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolirh rii I)aerah.

(2) Pelaksanaan kerja sarna sebagaimana dimaksud pa<la aynt (1)

diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peruncl arrg- r rntlang.an.

BAB VII
MONITORING, EVAI-UASI DAN PET,APO RAI{

Pasal 1 l
(t) Walikota beruenang melaksanakan rnoriitoring dan everh-lasi pel;1ksanaalr

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah rli I)aerah.

(2) Dalarn rnelaksanakan rnonitoring clan evatrr.lasi sebaga-rnrana clirnaksud
pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan l(epala Dinas pr:ndidikan

dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang membidangi penga\/asan di
Daerah.

Pasa-l 12

Dinas Pendidikan wqib melaporkan pelaksanaan Impiementarsi pendidikan

Anti Korupsi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan atau seg,aktu-ri,aktu
apabiia diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAI\,I

Pasa] 13

Segaia i:iaya )'ang timbui dalarn pelaksanaan lmplernentasi f,er-rrjiriji<an Anti
Korupsi ini dibebankan pada:

a. furggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber dana lain yang sah dan tirlak mengikat.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasa1 14

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agnr setiap orang inengetahuinya,Inenlerintahkan pengundangan Peraturan

WalikOta ini dengan penelmpatannya dalanl BeHta IDaerah Kota Arnbon.

Ditetapkan di Ambon
padatanggal )l f\zql 2024

PENI ALIKOTA AMBON,

EMUS KAYA

Diundangkan di Ambon
pacia tanggal 31 Mじ ) 2024

KOTA

SE

BE DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMO]I [9 T,4IIU t.I )C 24

壁里lκ00だ加a,′
lSekretaris Kota

Asisten I′ II′ III 的
Kabag Hukum ″


